
LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012 NOMOR : 07

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang   : a. bahwa kekayaan alam, peninggalan purbakala, peninggalan
sejarah, seni, dan budaya serta tradisi masyarakat dan
berbagai fasilitas yang dimiliki daerah merupakan sumber
daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;

b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan
penting dalam peningkatan pembangunan yang
berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang
dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang
hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan dan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2004
tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan
Usaha Kepariwisataan, sudah tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan
dan retribusi daerah sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan  Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Mengingat …

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 4232338 – 4207706 Fax (022) 4236150
Bandung-402117 Provinsi Jawa Barat
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Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan ...
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6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

DAN
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung.

4. Walikota adalah Walikota Bandung.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pariwisata.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Wisatawan ...
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7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
oleh masyarakat, pengusaha dan  Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan  setiap
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah
Daerah dan pengusaha.

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan
manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.

11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut
Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada
dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di
dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,
fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang
saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.

13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang
yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam
penyelenggaraan pariwisata.

15. Kawasan ...
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15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan
keamanan.

16. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang
perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh
keuntungan.

17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh
pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas
kerja.

18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha
dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan
mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan
kepariwisataan.

19. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya
tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang
disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang
saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan
sistem untuk terwujudnya pariwisata.

20. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan,
mempromosikan serta menjual produk dan destinasi
pariwisata di dalam dan luar negeri.

21. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya
tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan
atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.

22. Tanda ...


